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ABSTRAK:

CATATAN:

Bahwa untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar yang salah satunya adalah
tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masyarakat yang dikelola dan dikembangkan
oleh PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang juga mempercepat peningkatan dan
pengembangan pelayanan PDAM, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
memberikan tambahan modal kedalam PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja PDAM dengan harapan
mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, diperlukannya dengan segera
penetapan peraturan daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam Kab.Kutai Kartanegara.
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Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah ke dalam
perusahaan daerah khsusnya pada air minum (PDAM) dengan menetapkan bahasan
istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan uumum, mkasud
dan tujuan, penyertaan modal pemerintah daerah, pelaksanaan penyertaan modal
daerah, pengelolaan penyertaan modal daerah, pengawasan, pengembalian penyertaan
modal daerah, kontribusi pendaptan asli daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
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